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PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 2014
TENTANG

NILAI DAN KELAS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Validasi Nilai
Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian
Agama Nomor: B/4111/D.111.PANRB/9/2013, Nomor
16/K/KSIX/2013, dan Nomor SJ/B.IV/HK.00.6
/5268/2013 tanggal 27 September 2013;

bahwa sebagai tindak Ilanjut Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi tentang Penetapan Kelas Jabatan di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Agama tentang Nilai dan Kelas
Jabatan Stuktural dan Jabatan Fungsional Pada
Kementerian Agama;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)
sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5121);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara,;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi eselon |
Kementerian Negara sebagaiamana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14
tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi eselon | Kementerian
Negara;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun
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2014 tengang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010
tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010 -
2014,

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 851);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG NILAI DAN KELAS

JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL PADA
KEMENTERIAN AGAMA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Nilai Jabatan adalah hasil penjumlahan dari nilai faktor-faktor jabatan
yang dievaluasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang

pegawai negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang
meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam
hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan
kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan
secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut
sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk
menentukan kelas jabatan.
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Pasal 2

(1) Penentuan nilai dan kelas jabatan struktural dan jabatan fungsional
pada Kementerian Agama berdasarkan hasil evaluasi jabatan.

(2) Nilai dan kelas jabatan struktural dan jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pada Kementerian Agama sebagai upaya
menentukan besaran tunjangan kinerja yang adil dan layak selaras
dengan lingkup dan dampak pekerjaan, wewenang, hubungan kerja,
kesulitan, dan tanggung jawab jabatan.

(3) Nilai dan kelas jabatan struktural dan jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyusunan formasi, sistem
karir, penilaian kinerja, dan sistem penggajian.

Pasal 3

Nilai dan kelas jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
pada kantor pusat Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Nilai dan kelas jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
pada Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

Pasal 5

Nilai dan kelas jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
pada Kantor Kementerian Agama kabupaten/Kota sebagaimana tercantum
dalam Lampiran 1ll yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

Pasal 6

Nilai dan kelas jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

Nilai dan kelas jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
pada Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, Balai Diklat Keagamaan, Balai
Litbang Agama, Kantor Urusan Haji Indonesia, Asrama Haji Embarkasi,
Madrasah Negeri, Kantor Urusan Agama, dan Unit Pencetakan al-Quran
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

Nilai dan kelas jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 pada Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran
VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
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Pasal 9

Nilai dan kelas jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 pada Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran
VIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 10

Nilai dan kelas jabatan struktural dan jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 pada Kementerian Agama dapat ditinjau dan
diubah kembali setalah mendapat persetujuan dari Menteri yang
membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi
birokrasi.

BAB Il
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

(1) Semua satuan kerja pada Kementerian Agama menetapkan nama
pemangku jabatan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional
sesuai dengan kelas jabatan dan peta jabatan.

(2) Untuk pertama kali nama pegawai negeri didudukkan dalam jabatan
fungsional umum sesuai dengan kelas jabatannya berdasarkan
pendidikan terahir.

(3) Pada tahun berikutnya nama pegawai negeri yang didudukkan dalam
jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berdasarkan kompetensi, disiplin, dan penilaian kinerja.

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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